
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELA.TAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR �TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUDU N, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
I KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN 

DENGAN RAHMAT 11.JHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimb g 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organieeei, Togas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan 
Penanahan tel.ah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Pinrang Nomor 59 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Perhubungan dan Pertanahan; 

b. bahwa Peraturan Bupati eebagaimane dimaksud dalam 
huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
dinamika penyelenggaraan pemerinUlhan daerah sert.a 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinae 
Perhubungan dan Pertanahan, 11ehingga per\u diganti; 

e. bahwa berduarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam hurur a dan hurur b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupatl tentang Kedudukan, 
Susunan Organisaa.i, Togas dan Fungsi aerta Tata Kerja 
Dinas Perhubungan dan Pertanahan. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lem.be.ran Negara 
Republik lndone3ia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara' 
Repubbk Indonesia Hornor 5494): 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dcngan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 
telah diubah bebcrapa kali, tereklur dcngan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tcntang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lcmbaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 68561; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan ata11 Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndoneSla Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
aebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri S1p1I (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1811; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nornor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun ! 
2020 Nomor 6). \ 
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MEMUTUSKAN ; 

Menetap n PERATIJRAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, nJGAS DAN FUNOSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN 

BAB! 
KIITENTUAN UMUM 

Pa,al I 
turan Bupati ini, yang dimaksud dcngan ; 
adalah Kabupatcn Pmrang. I alah Bupati Plnrang. 

·, Dacrah adalah Sckrctaris Dacrah Kabupaten Pinrang. 
4. Pcratu Bupati adalah Pcraturan Bupati Pinrang. 
5. Dinas dalah Oinas Pcrhubungan dan Pcnanahan Kabupaten Pinrang. 
6. Kepala pinas adalah Kepa.la Dinas Pcrhubungan dan Pcrtanahan 

Kabu bcn Pinrang. 
7. Pcjaba.t Pembina Kcpegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pcjaba.t lyang mempunyai kewenangan mcnctapkan pcngangkatan, 
pcmin , dan pcmbcrhentian Pcgawai ASN dan pcmbinaan 
manajc 'en ASN di instansi pemcrintah aesuai dcngan ketcntuan 
pcratu I 

pcrundang-undangan. 
8. Pcjabat J'embina Kcpcgawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

Bupati nrang. 
9. Aparat l Sipil Negara adalah iatilah ketompok profesi bagi pcgawai­ 

pegaw yang bekcrja pada Jnstansi Pcmerintah baik di tingkat Pusat 
maupu Daerah. 

I 0. Ptjabat ang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pqabat 
yang �mpunyai kewenangan mclaksanakan proses pcngangkatan, 
pemind an, dan pembcrhcntian Pegawai ASN sesuai dcngan ketcntuan 
pcratu ' pcrundang-undangan. 

I I. Kek>m k Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi 
dan tugas bcrkaitan dengan pclayanan fungsional yang 
f.ln pada kcahlian dan keterampiJan tertentu. 

12. Tugas Jkhtisar dari kcseluruhan tugasjabatan. 
13. Fungs1 dalah pckcrjaan yang merupakan penjaba.ran dari tugas. 
14. Uraian ,�gas adalah papa.ran atau bentangan atas aemua tugaajabe.tan 

yang m !fpakan upaya pokok yang dilakukan pcmcgangjaba.tan. 

Dinas SC 
Dinaa yang 
Sekreuuis 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Paeal 2 
ana dimaksud dalam Pasal I angka 5, d1pimpin o!eh Kepala 

rada di ba.wah dan bertanggungjawab kepada Bupati mclalui ' erah. 

( I J 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASI 

Paw 3 
prg&nisasi Dinas terd.iri atas : 
a Dinas; \ 
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b S I . � . . e tanat terdrri ataa : 
1. �ubba�an Program dan Keu�gan; dan 
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan hukum. 

c. Bi �g Lalu Lintaa Jalan terdiri atas: 
I. 1kksi La.Ju Llntas; dan 
2. Seksi Prasarana dan Sarana Le.Ju Linta11. 

d. '. g Transportaai Darat, Pclayaran & Angkutan Sungai Danau 
rcnyeberangan terdiri atas : 
�ksi Ke&elamatan 1'ransportaai Darat dan Angkutan Sungai, 
Danau dan Penyebrangan; dan 

2. Seksi Transportasi Darat. 
e. Bi L,g Pertanahan; dan 
f. Ke 4mpok Jabatan Fungsional dan Fungsional. 

(2) Bagan >truktur Organisasi Dinas i,ebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
tercant fll dalain lampiran yang merupa.kan bagian yang tidak 
terpi kan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
TUOAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

Bagian Kesa.tu 
Kepala Dinas 

da.n/atau 

Masyara.ka1 � 

b. 
c. 

d. 

e, 
r, 

g. 
h. 

Paaal 4 
(1) Kepala Pinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan 

urusan J)emerintahan dibidang Perhubungan dan Pertanahan yang 
menjad �ewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan 
oleh Bu ti kepadanya. 

'elaksanakan tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (1), 
'nas menyelenggaraka.n fungsi: 

usan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Perhubunp.n 
Pertanahan; 
sanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan 

Pertanahan; 

(2) Untuk 
Kepala 
a. pc 

da 
b. pet 

d 
c. pel sanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urosan 

pe 'rintahan bidang Perhubungan dan Perutnahan; 
d. pe\ sanaan Administrasi Dinas; dan 
e. pc �ekngga.raan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan eeeuar 

de gan tugaa dan fungsinya. 
(3) Uraian Tugas Kcpa.la umee sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

melipu ·I 
a. . sun rencana kegiatan dinas sebaga.1 pedoman dalam 

aanaan tugas; 
I iatribueikan dan memberi petunjuk pelaksanrum tugas; 

tau, mengawasi dan rnengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
1ungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
' . ' l,usun ra.ncangan, mengoreksi, memaraf 
Ellldatangani na.ekah dinas; 
gikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
muskan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja 
�encana Kerja Anggaran Dinaa; 
musk.an kebijakan tekni1 dibidang Perhubungan; 

gkoordinir Penyelenggaraan Survey Kepuasan 
' lingkup Dinas; 
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1. m r,kukan pembinaan tcrhadap penyusunan Standar Pelayanan M ,imal di Bidang Perhubungan; 
j. m �ukan koordinasi dan konsuhaai dengan Kementerian, 

erintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerja 
lt dalarn rangka kelanc:aran tugas; 

k. r,etapkan Standar Pelayanan dalam Jingkup Dina.a; 
I. rrbina pelakaanaan Sistem Pengcndatian Intern Pemerintah 

gkup Dinas; 
m. gkoordinir penyuaunan Laporan Kinerja Instanai Pemerintah ••• ' ' n. lean pembinaan terhadap penyusunan Standar Operaaional 

ur dalam lingkup Dinas; 
0. menretenggarakan monitoring, cvaluasi dan pengawasan 

pe�relenggaraan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas Jalan, :i:nJ'i , epcrtaat Darat, Pelayaran, Angkutan Sungai, Danau dan 
Pe eberangan, serta Pertanahan; 

p. m lenggarakan koordinasi dan konsu!tasi dengan lembaga 
rintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
� Pemerintahan bidang Perhubungan dan urusan 

pe erintahan bidang Pertanahan; 
q. �eN,lai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eesuai ketentuan 
�uran Per Undang-undangan; 

r. me Yusun laporan haail pelaksanaan tugas Kepala Oinas dan 
me berikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bQhan 

usan kebijakan; dan 
,. ·crre:lenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

· dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Sekretanar 

d. 

,. 

;dan 
e. nggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungainya. 
'l•p,s Sekretaris sebagaimana dima.ksud pada ayat (I) meliputi: 

a. meny ,un rencana kegiatan dinas eebagai pedornan dalam 
pelak'ft"� tuga.s; 

b. mendfpibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. mema tau, mengawasi dan mengcvaluasi pelaksanaan tugas dalarn 

lingku 1gan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan \ tugas; 

Paaal 5 
(11 Sekre�r.•t dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu 

Kepala ·naa dalam melaksanakan koordinaai kegiatan, memberikan 
pelayan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, 
umum, pegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. 
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b. ; rdinaeian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup 
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. 5. 
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usan kebijakan; dan 
,. ·crre:lenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

· dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Sekretanar 

d. 

,. 
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. 6. 

dan/atau mema.raf d. sun rancangan, mengoreksi, 
datangani naskah dinas; 

e. me '.kuti rapat-rapar eesuai bidang tugasnya; 
f. me bantu Kepaia Dinaa dalam merumuskan dan menetapkan 

Ren ' a Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggarnn Jin p Dinas, 
g. men blenggaraJcan Survey Kepuasan Maayarakat dalam lingkup Din �; 

' h. men sun dan membuat Le.poran Kinerja lnstanei Pcmerintah Dinas; 
rdinir Penyusunan dan Laporan Standar Pclayanan Minimal 
Perhubungan; 

{,ordinasikan pelaksanaan kegiatan dala.m lingkungan Dinas 
hin terwujud koordinasi, ainkronisa.si dan integrasi pelaksa.naan k . ' 

k. meen 
�ggarakan, 

mengoordinasikan dan mengoordinir pelaksanaan 
pen sunan, program, perencanaan, pengendalian dan evaluaai eerta 
pela ran kinerja; 

rdinasikan dan metaksanaka.n pelayanan administrasi umum, 
waian dan hukum; 
rdinasikan dan melaksanakan pelayanan admin1strasi dan 

"'1,:1! ,,..,:an� dan mengoordinasikan adrninistrasi pengadaan, 
araan dan penghapuaan barang; 

inasikan dan memfas1litasi kegiatan organisasi dan 
sana; 

·-·"sun dan melaksanakan Standar Pelayanan dalam lingkup 

,. 
j. 

n. 

I. 

o. 

p. 
• 

q. ' rdinir pelakaanaan Pcnilaian Mandiri Pelakae.naan Refonnasi 
ai dalam lingkup Oinas; 

r. enggarakan fungsi sebag.ai Pejabat Pengelola lnformasi Dan 
enta8l Dinas; 

s. lenggarakan dan memfasilitasi Pengelolaan lnformasi dan 
· Lingkup Dina, 

t. me · itasi pe:lakae.naan Sistem Pengendalian Intern Pemcrintah 
d · gkup Dinas; 

u. un Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan 
me ukan evaluasi Standar Operasional Prosedur dalam lingkup 
Dina ·1 

v. meny enggarakan monitoring. evaluasi dan pengawa.an 
peny tngga.raan kcbijakan tcknis di Bidang Lalu Lintas Ja.la.n, 
Tran rtasi Danlt, Pelayaran, Angkutan Sungai, Danau dan 
Peny gan, serta Pcrtanahan; 

nggarakan koordinasi dan konsultasi dcngan lcmbga 
tah dan non pcmcrintah dalam rangka pe:nyclenggaraan 
Pemcrintahan bidang Ptthubungan dan urusan pcmerintahan 

Pertanahan; 
x. lcincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara scsuai ketcntuan 

Per Undang-undangan; 
y. un laporan hasil pclaksanaan tugas Kepala Dina, dan 

mcm · saran pertJ.mbanga.n kcpada Atasan sebagai be.han 
peru isan kcbijakan; dan 

z. mcl akan tugas kcdinasan lain yang dipcrintahkan atasan scsuai 
\ denga bidang tugasnya. 
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. 7. 

""'8gmfl 
Subb&.gian Program dan Keuangan 

Pa,al 6 

menyusun dan 
dan Dokumen 

b. 

h. 

d. 

g. 

nas; 
r. yusun realisaai perhitungan anggaran lingkup Dinaa; 
e. ngevaluaai pelaksanaan tugas bendaharawan lingkup Dinas; 
t. ngumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 

ran hasil pemeriksaan keuangan lingkup Dinas; 
u. nyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program 

,n Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada 
· pinan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

v. nyusun Standar Operasional Pro&edur sesuai Rincian tugas 
n melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur lingkup \ i.bbagian Program dan Keuangan; 

k. 
I. 

m. 

o. 

p. 

,. 
f 

q. 

,. 

,. 

(1) Sub, Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepa.Ia Subbagian 
Pro 

I 
dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu 

Se taris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyuaunan 
pro h ' 

, penyajian data dan penyusunan laporan aerta pengelolaan 
ad · istrasi dan pelaporan keuangan. 

{2) Urai Togas Kepala Subbagian Program dan Keuangan &ebagaimana 
di sud pada ayat (l) meliputi: 
a. ' nyuaun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan 

baga.i pedoman dalam pclaksanaan tugas; 
distribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

mantau, mengawas.i dan mengevaluasi pelaksanaan tugas ,-1am lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan 
laksanun tugas; 
nyusun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/atau 
nandatangani naskah dinas; 

gikuti repat-rapat aesuai bidang tugasnya; T,<"'bantu Sekretaris merumuskan dan menetapan Rencana 
tegia dan Rencana Kerja Oinas; 
yusun dan membuat Dokumen Laporan Kinerja Instansi 

merintah Dinas; 
nyusun lapollUI Standar Pelayanan Minimal Bidang 

rhubungan; 
: ngoordinasikan, menyiapkan bahan data dan infonnasi 
� sena melakukan penyusunan perencanaan program dan 
,gaatan; 

j. nyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi 
.i erja; 

ngumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas; 
ngumpulkan bfthan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan 
am Lingkup Dinas; 
mbantu Sekretaris menyiapkan ba.han, I rumuskan Rencana Kerja Anggaran 

laksanaan Anggaran lingkup Dinas; 
n. 1 ngumpulkan bahan, mengoordinaaikan, dan rencana 

butuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan 
bagai bahan penyusunan anggaran Dinas; 
!akukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan 

'uanga.n Dinas; 
goordinasikan pelakaanaan akuntansi pengeluaran dan 

erimaan keuangan lingkup Dinas; 
nyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan lmgkup 

·- 
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·- 



. 8. 

w. elalui.anakan monitoring, evaluaai dan pengawasan : nyclenggaraan kebijakan teknis di Bidang Subbagian Program an Keuangan; 
x. enginventarieaei dan mengkaji pennasalahan yang 

' rhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan ' . k tunju pemecahan rnasalah; 
y. elaksanakan koordinasi dan konsulta1Ji dengan lembaga 

merintah dan non pemerintah dalaln ra.ngka penyelenggaraan 
san Pemerintahan bidang Perhubungan dan urusan 
erintahan bidang Perunahan; 

z. , nila.i kinerja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
raturan Per Undang-undangan; 

aa. nyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kcpa]a Oinas dan 'll"•'bcrikan saran pertimbangan kepada Ataaan sebagai bahan 
' musan kebijakan; dan 

bb. 
1 
laksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

suai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf2 
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

( I I 

(2) 

a. 
b. 
c. m 

d 

Paoal 7 
Umum, Kepegawa.ian, dan Hulrum dipimpin oleh Kepa.la 

·an Umum, Kepegawaian, dan Hukum yang mempunyai tugas 
tu Sekretaris mengumpulkan bahan dan melakukan urusan 

aahaan, administmsi pengadaan, pemeliharaan dan 
puaan baning. urusan rumah tangga aerta mengelota 

iptmsi kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas. 
11 Tugaa KepeJa Subbagian Umum, KepegawaJan, dan Hukum 

a dimaksud pad a ayat ( lJ meliputi : 
'yuaun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 
um sebagai pedoman dalarn pelaku.naan tugaa; 
distribusikan dan memberi petunjuk pel.akaanaan tugas; 

tau, mengawas1 dan mengevaluasi pelakaanaan tugas 
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan 

pe sanaan tugaa; 
d. m sun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

m datangani naaka.h dinaa; 
e m · uti rapat-rapat aesuai bidang tugasnya; 
f. m sun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan 

lean evaluasi Standar Operasiona.1 Prosedur dalam lingkup 
Umum, Kepegawaian dan Hukum; 

g. sanakan dan mengevaluasi pel.a.ksanaan Survey Kepuasan 
arakat dalam. lingkup Dinas; 

h. bantu SekretJlris menyusun dan membuat laporan Analisis 
tan, Analisis Bebsn Kerja dan Evaluasi Jabatan lingkup 

1. tau, mengawasi dan mengevaluasi pelakaanaan tugas 
lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 

k mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
j. r,usun rancangan, mengoreksi dan memaraf naskah dinas; 
k. kan pengklasifikasian au rat menu rut jenisnya; I I. ukan pengelolaan arsip naakah dinas; 
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administrasi 

konsultasi denga.n \embaga. 
dalam rangka penyelenggaraa.n 

Perhubungan dan urusan 

q. 

,. 

u. 

y. 

•• 
aa. 

hh. 

••• 
m. lnyiapkan bahan dan mcnyusun administraai pengadaan, 

' diatribusian, pemcliharaan, inventarisasi dan penghapusa.n 
�g; 

n. �nyiapkan bahan dan menyusun d� inventarisa.si barang f:8: mcnyusun laporan barang mventaria; 
o. elakukan, menyiapkan, dan mcngoordinasika.n pengckllaan 

' san rumah tangga Dinas; 
p. Cf!lyiapkan bahan penyuaunan Standar Peiayanan dan 

lakukan evaluasi dalam lingkup Dina.a; 
mpersiapkan dan mcngoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas, 

u eara bendera, kehumasan, dan keprotokolan; 
n,o 'o,goordinasika.n dan mclakukan pengumpula.n, pengolahan, 

yajian data, dan lnfonnasi Tcknologi scrta fasilitas1 pelayanan 
rmaai dan pengaduan dalarn lingkup Dinas; 

s. yia�kan bahan, menghimpun dan mengclola data kchadiran "l•l'W8.l; 
yiapkan bahan, mengoordinasikan dan mcmfaailitaai 

tliksanaan Sistem Pengcndalian Intern Pemcrintah dalam 
Ii &kup Dinas: 

goordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugaa dan 
"alanan dinas pegawai; 
yiapkan bahan, mengoordinasikan dan mcmfuilitasi kegiatan 

·aaai dan tatalaksana; 
w. m sanakan pengumpulan bahan Penillll&ll Mandiri Pelaksanaan 

R lprma.si Birokrui. dalrun lingkup Dinas; 
l:. m yiapkan bahan dan mengeJola administrasi kepegawaian dalarn 

r p Dinas; 
yusun rencana kebutuhan pengembangan Sumber Daya 
uaia Aparatur dalam lingkup Dinaa; 
yiapkan ba.han perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 
petensi, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara 'al<F lingkup Dinas; 

cyiapkan bahan dan mengoordinasikan 
P'!'ll'csunan produk hukum dalam lingkup Dinas; 

bb. gumpulkan ba.han, mengoonlinasikan dan menindaklanjuti 
ran hasil pemeriksaan dalam lingkup Dinas; 

cc. m yusun laporan hasil pelaksanaan tuga.s Subba.gi.an Umum, 
K gawaian, dan Hukum, serta memberikan saran pcrtimbangan koida pimpinan sebagai ba.han perumusan kebijakan: 
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ee. m ginventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
de bidang tugasnya dan menyiapkan ba.han petunjuk 
pe 'eca.han maiw.lah; 

ff. m n koordinasi dan 
rintah dan non pemeMntah 

"n/1� Pemerintahan bidang 
rintahan bidang Pertanahan; 

· ai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eesuai ketentuan 
turan Per Undang-undangan; 
usun laporan hasil pelaksanaan tugs.a Kepala Dina, dan 
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Bagian Ketiga 
Bidang Lalu Llntaa JaJan 

(1) Bidan 
Jalan 

'" 

b. 

b. 

•• 

,. 

(2) 

Paaal 8 
Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Llntaa 

empunyai tugaa melaksanakan pcngcndalian dan pengawaaan 
al Jalu lintaa, praaarana dan ea.rana Jalu lintas dan manajemen lalu lintae . 

. elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aya.t (I), 
idang La.Ju Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi : 

aunan kebijakan teknia dan pcnyelenggaraan tugas program 
egiatan di Bidang La.Ju Llntas Jalan; 
inaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan ,;,,w= dan kegiatan di Bidang Lalu Llntas Jalan; 

c. pc lenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugaa program 
da F.!Patan di Bidang Lalu Untas Jalan; dan 

d. pen lenggaraan rungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
den tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian gas Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud 
pada a t {I) meliputi: 
a. m aun rencana kegiatan Bidang La.Ju Lintas Jalan sebagai 

ped dalam pela.kaanaan tugaa; 
iatribuslkan dan memberi petunjuk pcla.kaanaan tugaa; 

tau, mengawaei dan mengevaluaai pclaksanaan tugas dalam 
ngan Dinas untuk mengetahur perkembangan pelaksa.naan 

d. sun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
"'l\"'�tangani naakah dinaa; 

e. ti rapat-rapa.t seauai bidang tugasnya; 
(. lengga.rakan pembinaan umum di Bidang l.a.lu Llntas Jalan 

· denga.n Pcraturan Pcrundang-undangan; 
g. pkan bahan pengenda.lian pengawasan operasional 

emen dan lalu lintaa darat; 
h. pkan penyusunan manajemen rekayasa. lalu lintaa; 
1. men pkan rekomendasi perizinan, pelayanan dan pengendalian 

kele*an muatan dan tertib pemanfaa.tan jalan Provinsi dalam 
Dae ; 

J· men pkan rencana dan program pembangunan, praaarana dan 
meliputi pemase.ngan, pemeliharaan alat pengawasan, 

dali dan alat pengamanan atau rambu-rambu laJu lintas; 
k. m Ienggarakan penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan 

fasil" a perlengkapan Jalan; 
I. lenggaraka.n pengawasan dan pembelian izin angkuta.n barang 

numpang, ta.ksi dan angkutan kawasan tertentu; 
lenggarakan pengelolaan penanganan penga.duan masyarakat; 
lenggara.kan pemeliksaan kendaraan bermotor di jalan atau 

,mt,a dan penykiikan aeauai pelanggaran dan kewenangan; 
o. sun Standar Operaaional Prosedur aeauai Rincian tugaa dan 

kan eva1uasi Standar Operasional Proaedur; 
p. lenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

nggaraan kebijaka.n teknia di Bidang l.alu Llntas Jalan; 
q. sun laporan basil monitoring, evaluasi dan pengawasan 

enggaraan kebijakan teknis di Bldang l.a.lu Lintaa Jalan; 
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r. ventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
brdang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk an masa.lah; 

s. elengga.rakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
rintah dan non pemerinta.h dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerinta.han bidang Perhubungan dan urusan 
pe"\l�"ntahan bidang Pertanahan; 

l. · kinerja Pcgawai Aperatur Sipil Negara seauai ket.entuan 
ran Per Undang·Undangan; 

u. , sun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
)>erikan saran pertimbangan kepada. Atasan sebagai bahan 

usan kebijakan; dan 
v. me,i,if."�akan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

ses · dengan bidang tugasnya. 

-· Seksi La.lu Lintas 

Paaal 9 
(I) Seksi u Lintas dipimpin oleh Kepe.la Seksi La.lu Lintas yang 

memp yai tugas membantu Kepala Bidang daJam melakukan 
penyia , penyusunan dan penetapan jaringan transportas1 jalan 
Daer � 

(2) Urai rr'ugas Kepala Seksi La.lu Lintas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 !meliputi: 
a. ?usun rencana kegiatan Seksi La.lu Lintas sebagai pedoman alf-1" pelaksanaan tugas; 
b. istribusikan dan memberi petuajuk pelaksanaan rugas; 
c. tau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

ngan Oinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

d. usun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
datangani naskah dinas; 

e. m,']'pl<�ti rapat-rapat !fe3Uai bidang tugasnya; 
f. ukan penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan 

tan .Jalan (LIA.I) Daerah; 
g. kan pengumpula.n, pcngalihan dan analisis data unruk 

tingan tertib lalu lintas; 
.yusun dan menetapkan jaringan trayek jalan Daerah; 

i. felenggarakan pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor 
"JJ"� bennotor jalan: 

j. rikan rekomendasi penggunaan jalan aelain untuk 
tingan lalu lintas di jalan; 

k. elenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan 
tas di wilayah Daerah; 

I. sun Standar OperasionaJ Prosedur sesuai Rincian tugas dan 
·n··-kan evaJuasi Standar Operasional Prosedur; 

sanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
lenggaraan kebuakan teknis di Bidang Sekei l.alu Llntas, 

n. me usun laporan basil monitoring, evaluasi dan pengawasan 
pen lenggaraan kebijakan telmis di Bidang Seksi La.lu Llntas; 

o. me koordinasi dan konsultaai dengan lembaga 
rintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 

uni Pemerintahan bidang Perhubungan dan urusan t pe erintahan bidang Pertanahan; 
' 
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p. m · · kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
turan Per Undang-undangan; 

q. yusun laporan hasil pelakaanaan tugas Kepala Dinas dan 
berikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
musan kebijakan; dan 

r, m akan tugas kedina.san lain yang diperintahkan atasan 
se ai dengan bidang tugaanya. _, 

Seksi Prasarana dan Sarana Lalu Untas 

Pasa.l 10 
a dan Sarana La1u Untas dipimpin oleh Kepala Sekei 

dan Sarana La!u Lintas yang mempunyai tugas membantu 
Bidang dalam melakukan penyiapan dan penetapan lokasi 
gan dan pemeliharaan Casilitas lalu lintas jalan. 
Tugae Kepala Seksi Praaarana dan Sarana Lalu Lintas 

a d1maksud pada ayat fl) meliputi: 
sun rencana kegiatan Seksi Lalu Llntas sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

iatribueikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
tau, mengawasi dan mengevaluasi pela.kaanaan tugas 

up Dinas untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan tugas; 
usun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan/atau 
datangani naskah dinas; 

ti rapat-rapat sesuai bidang tugaanya; 
aanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Praaarana dan 

•aiw.,a La1u Lintas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
aanakan pengadaan, pemasangan, pernbangunan dan 

liharaan fasilitas perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung 
ya; 

·apkan bahan peningkatan dan pengembangan aarana dan 
na lalu lintas jalan; 
kan pemantauan dan penilaian terhadap kondisi fasilitas 

gkapan jalan, 
· pkan rekomendui penempatan dan bahan evaluasi 
aangan faailita1 keaelamatan jalan di jalan Kabupaten; 
iepken bahan dan meningkatkan sistem informasi manajemen 
a dan prasarana lalu lintas jalan; 

pkan bahan rekomendasi terhadap rencana pengcmbangan 
bangunan terminal penumpang; 

pkan bahan rekomendasi terhadap rencana pengembangan 
bangunan terminal barang; 

·�:� akan evaluasi dan pemberian rekomendasi terhadap 
1� pernasangan fasilitas jalan yang dilakukan oleh prhak lain 

Dinu; 
· pkan rekomendaei, pemantauan dan peneniban terhadap 

,nj,tnpata.n sesuatu benda selain fasilitaa lalu lintas di ja\an; 
ukan pemerikaaan terhadap kendaraan bennotor yang akan 
kan penghapusan asset; 
ukan evaluasi dan pembinaan terhadap pengelolaan area 
control system; 

"apkan f9.8ilitas keselamatan pejalan kaki; 
'apkan bahan pengembangan sistem teknologi infonnasi dan 

inikasi prasarana dan sarans. lalu lintas; 1 

p. 

o. 

q. 
,. ,. 

(21 

•• 
b. m ,. 
d. 

m ,. m, 
r. mo 

s ' 

g. 

h. 
;_ 

j. 

k. 

(!} 
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konsultasi dengan lembaga 
da.lam rangka penyelenggaraan 

Perhubungan dan urusan 

Bagian Keempa1 
g T'ransportasi Dara.t, Pelayara.n dan Angkutan Sungai 

Danau dan Penyeberangan 

:'.:J't';��akan pengadaan kendaraan aoaialisasi dan operasional 
lamatan, kendaraan pengujian kehling, a.lat evakuasi 
laka.an lalu lintaa dan bencana alam: 

aanakan rekomendasi pengaturan lokasi pemasangan iklan 
sejenisnya yang dapat mengganggu kelancaran dan 

ke larnatan Jalu lintas jalan; 
yuaun Standar Operasional Pro&edur sesuai uraian tugaa dan 

kan evaluaai Standas- Operasional Proaedur; 
akan monitoring, evaluaai dan pengawasan 
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yusun Japoran hasil monitoring, evaluasi dan pengawa.san 
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· tah dan non pemerintah 

Pemerintahan bklang 
erintahan bidang Pertanahan; 
ilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
turan Per Undang-undangan; 

''ti"."sun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dina, dan 
berilcan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai ba.han 
musan kebijakan; dan 

sanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
ai dengan bidang tugasnya. 

m 

t. 

u. 

v. m 

w.m 
x. 

,. 
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aportasi Darat, Pt!layaran dan Angkutan Sunga.i Danau dan 

gan dipimpin oleh Kepa1a Bidang T'ransportasi Darat, 
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sun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/atau 
datangani na.skah dinas; 

'kuti mpat-rapat aeauai bidang tugasnya; 
canakan, pengadaan, pembangunan, peningkatan, 
perasia.n dan pengendalian prasarana dan sarana transportaai '""I� Pelayaran dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan; 
canaan, pengadaan, pembangunan, peningkatan, 
perasian dan pengcndalian prasa.rana dan sa.rana alat 
wasan angkutan jalan, Pelayaran dan Angkutan Sungai Danau 

yeberangan; 
:_[[C . ·p 'kan bahan pelayanan perizinan dan rekomendaai 

nasi darat, Pelayaran dan Angkutan Sungai Danau dan 
berangan; 
lengga.rakan penetapan tarif penumpang ke!u ekonomi dalam 

d. 

g. 

,. 
r. 

h. 

(3) Uraian gas Kcpala Bidang Transp:1nasi Dann. Pelayaran dan Angkutan 
Sunga.i nau dan Penycberangan &ebagaimana dimakaud pada ayat (II 
melipu ll: 
a. sun rencana kegiatan Bidang Transportasi Darat, Pelayaran 

c,;\'1' ,gkutan Sunga.i Danau dan Penyeberangan sebagai pedoman 
.. pelaksanaan tugas; 

b. istribusikan dan memberi petunjuk pelaksa.naan tugas; 
c. tau, mcngawasi dan mengevaluasi pe\aksanaan tugas dalam 

ngan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

j. lenggarakan penetapan jaringan trayek, jaringan lintas dan 
operasi angkutan jalan, Pelayaran dan Angkutan Sungai 

dan Penyeberangan; 
k. \engga.rakan pengawasan. penertiban serta operas! 

ma tan \alu lintas dan angkutan jalan, Pelayaran dan Angkutan 
· Danau dan Penyeberangan; 

I. lenggarakan pembinaan dan penegakan hukum terhadap ·r,<�� lalu lintaa dan angkutan jalan, Pelayaran dan Angkutan 
· Danau dan Penyeberangan; 

m. me lenggarakan analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas; 
n. me lenggarakan pengawasan dan pengendalian pelaksa.naan 

!?'mJ�··emen dan reka.sa.ya Jalu hntaa, Pelayaran dan Angkutan 
· Danau dan Penyeberangan; 

o. lenggarakan pembinaan eerte aosialisa.si keselamatan dan 
'ban lalu lintaa angkutan jalan Pelayaran dan Angkutan Sunga:i 

dan Penyebemngan; 
p. lengga.rakan investigasi kesetamatan lalu lintaa angkutan ja1an ,t+,- dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan; 
q. sun SUUtdar Operasional Prosedur aesuai Rincian tugas dan 

ukan evaluasi Standar Operaaional Prosedur; 
r. lenggarakan mon1toring, evalua.si dan pengawasan 

enggaraan kebijakan teknis di Bidang Transportasi Darat, '"-ff'...; dan Angkutan Sunga.i Danau dan Penyeberangan, 
a. ventarisaai dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 

bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan petunjuk 
pem an masalah; 

L men· \enggarakan koordmasi dan konsultasi dcngan lembft&a 
pem' 'ntah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggara.an 
uru Pemerintahan bidang Pcrhubungan dan urusan 
pem "ntahan bidang Pertanahan; ' 
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u. · kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan '°'fiuran Per Undang-undangan; 
v. usun laporan hasil pelaksanaan tug.as Kepala Dinas dan 

bcrikan saran pertimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
usan kebijakan; dan 
sanakan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan atasan 
· dengan bidang tugasnya. 

""""""' Sek Kcsclamatan Transportasi Darat, Pelayaran dan Angkutan 
Sungai Oanau dan Penyeberanp.n 

sanakan pembinaan dan pengawasan angkutan bara.ng 
us dan angkutan barang bcracun dan bcrbahaya; 
sa.nakan pengawasa.n dan pengcndalian operasional terminal 

utan orang dan barang; 
sanakan pengawaaan keselamatan kapal gros:, tonage atau \ 

I kebawah; I 

a. 

b. m ,. 
d. 

pengembangan dan pembmaan sumber daya 
m sia operasional; 

n. mew=�akan kegiatan pembinaan kepeloporan dan komunites 
arakat sadar kesclamatan dan keteniban lalu linta1 angkutan 

,. 
r. 

g. 

h. 
;. 

p. 

l. 

o. 

q. 

(2) 

Pasa.l 12 
(1) Sckai "IF'._,,,atan Transportasi Darat, Pelayaran dan Angkutan Sungai 

Danau an Penyebcrangan dipimpin oleh Kepala Seksi Kesclamatan 
Trana s1 Darat, PelEQraran dan Angkutan Sungai Danau dan 
Penye gan mempunyai tugaa membantu Kepala Bidang dalaJn 
melaku pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap 
kesc tan Transponasi Darat, Pelayaran dan Angkutan Sungai oanau 
dan Pe berangan dalam Daerah. 

gas Kepala Sekai Kesclamatan Transportaai Darat, Pclayaran 
Aj,�utan Sungai Danau dan Penyebcrangan scbaga.imana 

pada ayat (1) rneltputt · 
usun rcncana kegiatan Scksi Kcsclamatan Transportasi Darat, 
aran dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan scbagai 
man dalam pelaksanaan tugaa; 

'stribusikan dan memberi petunjuk pclakaanaan tugas; 
tau, mengawasi dan mengevalua.si pelaksanaan tugas 

up Dinas untuk mengetahui perkembangan pel.aksanaan tugas; 
sun rancangan, mengorcksi, memaraf dan/atau 

m,,1�atangani naskah dinas; :f · uti rape.t-rapat scsuai bidang tugasnya; 
uaun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian tugas dan 
ukan cvalua.M Standar Opcrasional Prosedur; 

' · pkan bahan investigasi dan rckomendasi keselamatan lalu 
s angkutan jalan; 

ukan kampanye keselamatan lalu lintas angkutan jalan; 
iapkan bahan pelaksanaan rnmp check angku tan jalan; 

pkan ba.han inventarisa.si, pengolahan dan analisis data 
"[��� lalu lintas dan angkutan jalan; 

iapkan bahan pelaksanaan operasi ke&elamatan dan 
'ban lalu lintaa angkutan jalan; 
Mlllakan pembinaan kepada penguaaha scrta pengcmudi 
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konaultaai dengan lembaga 
dalam rangka penyelenggaraan 

Perhubungan dan uruaan u 

,. '.jt'��·akan pemerik:saan instruksi kapal, mesin kapal dan 
engkapan le.a.pal; 

aanakan pengawaaan pengukuran serta pendaftaran kapal 
kuran gross toNJge atau GT 7 kebawah; 

t. m berikan surat izin berlayar; 
u. m perbitkan izin usaha jasa terkait dengan pengerjaan, perawats.n 

d perbaikan kapal; 
v. m '8kaanaka.n penerapan budaya kerja dilingkungan Dinas; 
w. m lakaanakan monitoring, evaluas.i dan pengawasan 

elenggaraan kebijakan teknis di Bidang Scksi Keselamats.n 
sportasi Darat, Pclayaran dan Angkuta.n Sungai Danau dan 
eberangan; 
yelenggarakan monitoring, evaluui dan pelaporan ha.ail 

aanaan kegiatan; 
ginventarisa.si dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 

bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
ecahan maaalah; 

aanakan koordinasi dan 
erintah dan non pemerintah 

Pemerintahan bidang 
pc rintahan bidang Pertanahan; 

· · kinerJa Pcgawai Aparatur Sipil Negara sesuai Pcraturan Per 
g-undangan; 

usun laporan hasil pclaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
berikan saran pert.imbangan kepada Ataaan sebagai bahan 

"'"\jmusan kebijakan; dan 
aanakan tugas kedinaaan lain yang diperintahkan ataaan 

al dengan bidang tugasnya. 

x. 

•• 

,. 

y. 

Pangraf2 
Scksi Transponasi Darat 

d. 

a. 

h. 

,. 
r. 

•· 

Pasa.l 13 
(1) Scksi Tr eportaer Darat dipimpin oleh Kepala Scksi Transportasi Darat 

yang m punyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan 
pengend ian, evaluasi penz:man, rekomendasi, pengaturan dan 
pengaw'"f!"' terhadap transponasi darat di Daerah; 

(2) Uraian gas Kepala Scksi Transponasi Darat Rbaga.imana dimaksud 
padaay (l)meliputi: 

sun rencana kegiatan Scksi Transportasi Darat sebagai 
ped an dalam pelaksanaan tugas; 

b. menf stribusikan dan memberi peturtjuk pelakaanaan tugas; 
e. me tau, mengawasi dan mengevaluasi pelakaanaan tugas lingkup 

Din untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
sun rancangan, mengoreksi, memamJ dan/atau 
datangan1 naskah dinaa; 
uti rapat·rapat aesuai bidang tugasnya; 
sun Standar Operasional Prosedur &esuai Rincian tugas dan 
Jean evaluasi Standar Operasional Prosedur; 
pkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

ional angkutan orang dan barang; 
akan penyiapan bahan dan data dalaJn 

ta.uan dan analisis kinerja operasional layanan 
oran dan barang; 
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pengaw'"f!"' terhadap transponasi darat di Daerah; 

(2) Uraian gas Kepala Scksi Transponasi Darat Rbaga.imana dimaksud 
padaay (l)meliputi: 

sun rencana kegiatan Scksi Transportasi Darat sebagai 
ped an dalam pelaksanaan tugas; 

b. menf stribusikan dan memberi peturtjuk pelakaanaan tugas; 
e. me tau, mengawasi dan mengevaluasi pelakaanaan tugas lingkup 

Din untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
sun rancangan, mengoreksi, memamJ dan/atau 
datangan1 naskah dinaa; 
uti rapat·rapat aesuai bidang tugasnya; 
sun Standar Operasional Prosedur &esuai Rincian tugas dan 
Jean evaluasi Standar Operasional Prosedur; 
pkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

ional angkutan orang dan barang; 
akan penyiapan bahan dan data dalaJn 

ta.uan dan analisis kinerja operasional layanan 
oran dan barang; 
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i. me kan penyiapan bahan dan data terkait evaluasi kebutuhan 
a angkutan barang, angkutan dalam trayek dan angkutan tidak 

trayek; 
j. · pkan bahan analiaia dan menyuaun jadwal perjalanan 

tan dala.in trayek; 
k. pengclolaan terminal penumpang C; 
I. aanakan pengujian kendaraan bennotor; 

aanakan dan memraailitasi kegiatan penyediaan fasilitaa 
tan umum untukjasa angkutan orang dan/atau barang dalam 

,eij.h 

ukan penyiapan bahan evaluasi dan analiais penetapa.n 
trayek dan jaringan lint.as aena kinerja pelayanan 

tan; 
pkan bahan rencana penet.apan tanr penumpang kela.s 

mi dalam Daerah; 
pkan bahan pelaksanaan angkutan gratis mocla transportasi 

berbasiajalan; '"'/1."'� akan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
enggaraan kebijakan teknia di Bidang Seksi Transportaai 

\engg.e.rakan monitoring, evaJuaai dan pelaporan hasil 
iaj,i,.n,aan kegiatan; 

ventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 

ahan masalah; 
1-)<ra=kan koordinaai dan konaultaai dengan lembga pemerintah 

on pemerintah daJam rangka penyelenggara.an uruaa.n 
· tahan bidang Perhubungan dan urusan pemerintahan 

Pertanahan; 
· kinerja Pep.wai Apa.ratur Sipil Negara aeauai ketentuan 
ran Per Undang-undangan; 
aun Japoran hasil pelakaanaan tugaa Kepala Dinas dan 
rikan saran pertimbangan kepada Atua.n sebe.gai bahan 

usan kebijakan; dan 
tuga.s kedinasan lain yang diperintahkan 

dengan bidang tugasnya. 

n. kan penetapan kawuan perkotaan untuk pelayanan 
tan perkotaan dalam Daerah: 

o. ukan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan 
nakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah 

o lnya berada dalam Daerah; 
p. · pkan bahan pemberian ism trayek angkutan daJam 

ten, izin trayek angkutan antar jemput dalam kabupaten, izin 
si angkutan aewa, izin operaai angkutan taks1 dan i%1n 

inai nlil angkutan; 
q. me kan kegiatan penyiapan bahan pemberian rekomendasi atau 

pen'· pan pertimbangan pelayanan izin trayek Antar Kota Antar 
ai, izin trayek Angkutan Antar Jemput, izin trayek Angkutan 

ten Oalam Provinsi dan l�n penyelenggaraan angkutan 
aa.ta; 

pkan bahan pemberian izin penyelenggaraan taksi dan 
tan kawasan tertentu yang wilayah operaainya berada dalam 

,. 

X, 

•• 
,. 

y. 

•• 

•• 
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Bagian Kelima 
Bidang Pertanahan 

d. 

e. 
r. 
g, 
h, 

t. 
J. 
k. mo 

pe 
I. m 

Pasai 14 
111 Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pertanahan yang 

nyai tugas melaksanakan perencanaan, pengcndalian, 
naan de.n pengawasan Pertanahan, perizinan pertanahan, •�fr.'.� Pertanah&n, Penyelesaian Pertanahan dalrun wilayah gannya. 

(2) melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
paLflBidang Pertanahan menyelenggarakan Iungar : 

a. sunan kebijakan tekms dan penyelenggaraan tugas program 
egiatan di Bidang Pertanahan; 
inaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 'fr�. dan kegiatan di Bidang Pertanahan; 

c. !enggaraan monitoring, evaluasi dan pelaponm rugae program la,lk,egiatan di Bidang Pertanahan; dan 
lenggaraan fungsi Jain yang diberikan oleh pimpinan &esuai 

tugs.a dan fungainya. 
(3) gas Kepe.la Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pada meliputi : 

a. usun rencana kegiatan Bidang Pcttanahan aebagai pedoman 
'"ff.>pelaksanaan tugas; 

b. m istribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
"lj,mtau, mengawalll dan mcngevaluasi pe!aksanaan tugas dalam 

ngan Dinas untuk mengetahui perkembangan petaksenaen 
e; 

•tj,�sun rancangan, mengoreksi, mema.ra! dan/atau 
datangani naskah dinas; 

,���ti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
berikan lzin Lokasi Pertanahan Dalarn Wilayah Daerah; 
aailitasi pela.i<sanaan Penyelesaian Sengeketa Tanah; 

faailitasi pelaksanaan penyelesaia.n masalah ganti kerugian 
tunan untuk Pembangunan De.erah; 

asilitasi Penetapan tanah ulayat yang lokasi dalam daerah; 
· ventarisaai dan Pemanfaatan tanah kosong dB.lam daerah; 

fasilitasi penerbitan lzin membuka tanah dan merencana.kan 
naan tanah yang harnparannya de.lam daerah; 
sun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugaa dan 

ukan evaluaai Standar Operaaronaj Pro&edur; 
elenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
lenggaraan kebijakan teknia di Bidang Pertanahan; 

n. elenggarakan monitoring, evaluui dan pelaporan haail 
sanaan kegialan; 

o. 'nventarisas.i dan mengkaji permasa1ahan yang berhubungan 
bidang tugasnya dan menyiapkan ba.han petunjuk 

an masalah; 
p. elenggarakan koordinaai dan konaultasi dengan lembap 

rintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
Pemenntahan bidang Perhubungan dan urusan 

rintahan bidang Pertanahan: 
q. ai kinerja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara eesuai ketentuan 

uran Per Undang-undangan; 
r. uaun laporan hast! pelakaanaan tugas Kepala Dinas dan 

rilcan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan ' usan kebijakan; dan I 
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BABV 
LOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PE!AKSANA 

Pasa.l 15 
fl) Dinas hubungan dan Pcrtanahan dapat membentuk sejumlah 

kelom jabatan fungakmal dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan ··' kan k dan "" asar etentuan peraturan perun g-undangan. 
(2) Kelom k Jabatan F'ungaional dan pelakaana sebagaimana dimaksud 

pada ' at (I) melaksanakan tugas sesua.i dengan bidang jabatan 
fungs" i 11'" dan pelakuna masing-masing berdasarkan ketentuan 
peratu perundang-undangan dengan berpcdoman pada pengaturan rja. 

!I. yelenggarakan tugee kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
a.i dengan bidang tugasnya. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Bagian Kesa.tu 
Pclakaanaan Togas dan Fungs,i 

Pasal 16 
(I) as dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ben:lasarkan aljfn umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan 

pe:rundang-undangan; 
(2) · as, Sekretaris, Kepe.)a Bidang, Kepala Subbagian, Kepala 

jabat Fungaional, dan Pclaksana dalam lingkup Dtnas 
akan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan 
g-undangan, serta menerapkan prinSJp hierarld, koordmasi, ''.'IT', integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabllitas, 

ansi, serta efektifltM dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan 
Pcrundang-Undangan; 

(3) · as, Sekretaris, Kepala Bjdang, Kcpala Subba.gian, Kcpala 
alarn lingkungan Oinaa mcngcmbangkan koordinasi dan 
a dcngan instansi pcmerintah/swasta tcrkait dalam rangka 
tkan kinerja dan memperlancar pe:laksanaan tugaa dan 

Bagi.an Kedua 
Pen ndalian dan Evaluasi, serta Pclaporan dan Pengawasan 

III 

(2) 

PaW 17 
xepata ,_,.,· •. as, Sekretaris, Kepala Bidang, Kcpala Subbagian, dan 
Kcpala, ksi dalam lingkungan Dinas dalam mclakaanaka.n tugaanya, 
melak pcngcndalian dan cvaluasi scrta melaksanakan rape.I 
koon:1·' · secara berkala dan/atau sesuai kcbutuhan; 
Kepala inas, Sekretaris, Kepa.La Bidang, Kcpala Subbagian, Kepala 
Seksi, jabat F\Jngsional, dan Pclaksana dala!n lingkungan Dinas 
wajib tuhi pctunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampe.ikan 
lapo 

I 
ber�a dan/atau se.uai kcbutuhan sccara tcpat waktut kcpada tasan masmg-masmg; l I 
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(3( Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala 
dalam lingkungan Dinas melakaanakan pengawasan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTIJAN PERALIHAN 

Paaa.1 18 
Ketentuan ang mcngatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 59 un 2021 tentang Kcdudukan, Susunan Organiaasi, Tugu dan 
Fungsi ee Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pertanahan (Serita Daerah 
Kabupate inrang Tahun 2021 Nomor 59), tetap berlaku sampai dengan ditetap,w#a peraturan bupati tentang siatem kerja pada pemerintah daerah. 

BABVI 
KETENTIJAN PENUTIJP 

Dengan be 
59 Tahun 
&erta Tata.I 
Kabupaten 
berlaku. 

Pera.tu ran 
Agar setiap; 
Bupati ini 

Pasal 19 
nya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 

21 tentang Kedudukan, Suaunan Organisaai, Tuga11 dan Fungsi 
Kerja Dinas Perhubungan dan Pertanahan {Benta Daerah 

· rang Tahun 2021 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak 

Paaa.120 
pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
rang mengetahutnya, memelintahkan pengundangan Peraturan 
ngan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal i:. 1ul>< '10-J.'J 
BUPATI PINRANG 

• 

Bl«i:'1 di Pinrang 
" h.� 'Ul'J"i 

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

SERITA A,��AH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 

� 
IRW AN HAMID \ 
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